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ABSTRAK

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama Baitul Maal wa
Tamwil (BMT), namun kegiatan ini mengandung risiko yang dapat berpengaruh
pada kesehatan dan kelangsungan usaha BMT itu sendiri, sehingga dalam
pelaksanaannya BMT harus menerapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan yang
salah satunya dengan menjalankan prinsip kehati-hgtiarential principley
seperti yang tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Disamping itu berdasarkanaqad¢d asy-Syatah prinsip kehati-hatian juga harus
diterapkan, yang mana tujuan suatu hukum adalah satu, yektdsrah atau
kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah)
maupun di akhirat (dengan ‘agidah dan ibadah). Masalah yang dikaji dalam
skripsi ini adalah: bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina
Ummah Yogyakarta dengan berdasarkaamqagd asy-Syafah. Penelitian yang
digunakan bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data
sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan diperkuat data primer hasil
penelitian di lapangan melalui teknik wawancara.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa BMT Bina
Ummah Yogyakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian menyatigkiive
of creditatau 5 C, meskipun dalam penerapannya tidaé seperti dalam bank
syariah. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah Yogyakarta
menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap berdasarkamyzagad asy-
Syat’ah. Hal tersebut diatas terbukti bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah
ada pembiayaan yang bermasalah hingga harus diselesaikan secara litigasi.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Pembiayalsiaqasid asy-Syatah
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MOTTO

“Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat, sungguh shalat itu
sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusuk. Yaitu orang yang yakin bahwa
mereka akan berhadapan dengan Tuhan, dan hanya kepada-Nya saja mereka

kembali.”

Al-bagarah: 45-46

“Jangan mudah putus asa, segala sesuatu membutuhkan proses dan sudah ada
jalannya masing-masing, dan yakinlah bahwa akan ada hikmah dibalik semua itu.

Karena Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan umatnya.”

“Kesulitan-kesulitan dan tantangan hari ini adalah harga yang harus kita bayar

untuk prestasi dan kemenangan hari esok.”

“Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita peroleh lagi.”

(Grace Speare)
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Dengan penuh cinta,
Kupersembahkan karya kecil ini
Kepada Allah SWT yang selalu menuntun jalanku,
Dan untuk orang-orang yang sangat kusayangi:
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, Nomor : 158/1997 dan No.0543b/U/1987
Tertanggal 12 Juni 1998

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Keterangan
| alif - tidak dilambangkan
@ ba T Be
< ta T Te
& $ $ es (dengan titik di atas)
d jim J Je
d ha H ha (dengan titik di bawah)
d ka Kh Ka dan ha
3 dal D De
3 zal V4 ze (dengan titik di atas)
J ra R Er
J zai 74 Zet
o sin S Es
U syin Sy Es dan ye
ol sad S es (dengan titik di bawah)
ol dad D de (dengan titik di bawah)
b ta T Te (dengan titik di bawah)
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b za Z z dengan titik di bawah
I ‘ain ‘ koma terbalik di atas
4 gain G Ge

o fa F Ef

it qaf Q Qi

d kaf K Ka

J lam L ‘el

a mim M ‘em

O nun N En

3 wawu W W

o ha H Ha

& hamzah \ apostrof (diawal kata)
¢ ya Y Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah ditulis lengkap:
433aa) : ditulis Asmadiyyah
C. Ta’ marbuthah diakhiri kata :
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terang
menjadi bahasa Indonesia:
dclay - ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

A - ditulis ni’matullah



. Vokal pendek

-----3---  (fathah) ditulis a

-------- (Kkasrah) ditulis i

--------  (dhamah) ditulis u

. Vokal panjang

1. A panjang ditulis &, | panjang ditulis 1, U panjang ditulis 0, masing-masing
dengan tanda ( . ) di atasnya

2. Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai dan fathah + wawu
mati ditulis au.

. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof ()

sl - ditulis a’antum
<l ga : ditulis mu*annas

. Kata sandang Alif dan Lam
1. Biladiikuti huruf gamariyyah, maka ditulis al-
O1AY - ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf | diganti dengan huruf syamsiyyah
yang mengikutinya.

dadid) : ditulis asy-Syi’ah

. Huruf besar

Penyusunan huruf besar disesuaikan dengan EYD



I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat
1. Ditulis kata per kata atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
p Sl & Syaikh al-Islam
J. Lain-lain
Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
seperti jamak, nas dan lain-lain tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan

ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah
diatur dalam syariah. Jasa lembaga keuangan syariah merupakan salah satu
dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai
penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keuangan
syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang

membutuhkan dana.t

Sebagai institusi bisnis, lembaga keuangan tidak lepas dari motif laba.
Operasional institusi ini senantiasa berusaha mencapai tingkat efisiensi
maksimum, sehingga pertumbuhan organisasi dan modalnya dapat mencapai
tingkat yang lebih baik. Hal ini mutlak dilakukan karena lembaga keuangan
harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan anggota di samping

kepentingan para nasabah dan masyarakat.

Untuk menghindari pengoperasian lembaga keuangan dengan sistem

bunga, maka di dalam Islam diperkenalkan prinsip-prinsip muamalat. Dengan

! Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 49.

2 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UlI Press,
2004), him. 52.



kata lain, lembaga keuangan syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif
terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.® Adanya
lembaga keuangan syariah diharapkan mampu berperan serta dalam proses
pembangunan nasional menuju masyarakat yang mandiri secara ekonomi

dengan tetap berpijak pada nilai-nilai universal Islam.

Di Indonesia, sesungguhnya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar
perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas.
Operasionalnya menggunakan sistem syariah, hanya produk dan
manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga

keuangan syariah non-bank syariah berupa:*
a. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

b. Asuransi Syariah (Takaful)

c. Reksadana Syariah

d. Pasar Modal Syariah

e. Pegadaian Syariah

f. Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf

Lembaga keuangan non-bank yang berupa BMT tidak saja berorientasi

pada bisnis, tetapi juga sosial. BMT juga merupakan lembaga yang tidak

® Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), him. 2.

* Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekosiana, 2003), him.
8-9.



melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal
(pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang
kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil.° Hal ini sesuai dengan

firman Allah:
6aSiae Lie Wl A ga G Y (S

BMT juga merupakan sebuah lembaga yang terlahir dari kesadaran umat
untuk menolong kelompok mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro.
Perbankan menerapkan kriteria yang sulit dipenuhi oleh usaha mikro
sehingga usaha mikro tidak mempunyai akses kepada pembiayaan oleh
perbankan (unbankable). Akses perbankan biasa mensyaratkan kepemilikan
asset yang bersertifikat atau bukti administrasi penghasilan yang akan

diperoleh di masa mendatang.’

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum di dalam BMT, bisa mengacu
pada pengaturan mengenai perbankan, selain melihat pengaturan melalui
koperasi. Hal ini dikarenakan BMT memiliki kesamaan dengan sistem
perbankan dalam hal operasionalnya. Meskipun demikian, BMT memiliki
standard dan plafon yang berbeda dengan bank. BMT sebenarnya juga

berbeda dengan koperasi karena perkoperasian tidak mengenal prinsip

> Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, him. 73.
® Al-Hashr (59): 7.

" Awali Rizky, Fakta dan Prospek Baitul Maal wa Tamwil (Yogyakarta: UCY Press, 2007),
him. 11.



syariah, namun saat ini pemerintah masih mengarahkan BMT berbentuk

badan hukum koperasi.

Sebagaimana diketahui, bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni
funding atau penghimpunan dan financing atau pembiayaan. Prinsip utama
dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan
masyarakat menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada
prinsipnya merupakan lembaga amanah (trust), maka setiap insan BMT harus

dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.?

Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan BMT harus memiliki
kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat
mempengaruhi tingkat performance lembaga. Untuk itu pengalokasian dana

BMT harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:’

a. aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya,

b. lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan dengan cepat,

c. menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan
pendapatan maksimal,

d. halal, artinya pengalokasian dana BMT harus pada usaha yang halal, baik
dari tinjauan hukum positif maupun agama,

e. diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi anggota.

¥ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), him. 149.

® Ibid, him. 158-159.



BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki izin
untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam
memperoleh pendapatan (income/return). Namun, dalam menjalankan
aktvitasnya, untuk memperoleh pendapatan, BMT selalu dihadapkan pada
risiko. Pada dasarnya risiko itu melekat (inherent) pada seluruh aktivitas

lembaga keuangan.

Resiko dalam konteks lembaga keuangan merupakan suatu kejadian
potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak
dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap
pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari,

tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.'®

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BMT juga memerlukan
serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang
timbul dari kegiatan usaha. Salah satu jenis risiko yang akan dihadapi oleh
BMT pada umumnya adalah risiko dalam kerdit/pembiayaan. Risiko ini
terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi

kewajiban kepada BMT.

Untuk menghindari aspek risiko tersebut, maka BMT harus menerapkan

prinsip Kkehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip

10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 255.



yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya
wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat

yang dipercayakan padanya.™

Dalam pemberian pembiayaan, BMT harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi
seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan yang
dimaksud, BMT wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima

fasilitas.

Kemauan dalam hal ini berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah
penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang
disalurkan oleh BMT. Sementara itu, kemampuan berkaitan dengan keadaan
dan/atau aset nasabah penerima fasilitas, sehingga mampu untuk membayar

kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh BMT.

Untuk menyelamatkan harta benda, Islam mengatur lewat hukum
muamalat dan melarang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan
kerugian. Islam sangat menghargai hak kepemilikan secara pribadi maupun

kepemilikan bersama, sejauh tetap mengikuti tuntunan syariat, maka

! Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2001), him.18.



keberadaan dan keselamatannya harus dilindungi secara serius agar tidak

terjadi di kemudian hari, oleh individual maupun kolektif.*2

Di dalam Islam terdapat kewajiban bagi setiap Muslim untuk menjaga
harta bersama. Yang mana salah satu cara untuk menjaga harta bersama di
dalam BMT vyaitu dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

proses pembiayaan. Sebagaimana firman Allah S.W.T:

ob S| 5 Led ot 851 5 Lad oSTal) Jra AN S gal olellll V5353 Y

Bl pea Y A agll S8

Pada dasarnya pelaksanaan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan di
dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan diabaikannya rambu-
rambu kesehatan keuangan oleh BMT yang melakukan kegiatan berdasarkan
prinsip syariah memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada

dilakukan oleh suatu lembaga keuangan konvensional.

Salah satu akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh BMT
dapat menimbulkan sengketa. Diantaranya adalah sengketa ekonomi syariah
yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul dengan No. Register perkara
0318/Pdt.G/2011/PA.Btl. Dalam sengketa ini, BMT sebagai sakib al-mal
memberikan pembiayaan kepada anggota (mudarib) dengan tidak

menerapkan prinsip kehatian-hatian. Yaitu BMT menerima jaminan dan

12 Muhammad Yusuf, Okrizal Eka Putra, dan Fatma Amalia, Figh dan Ushul Figh
(Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), him. 88.

3 An-Nisa (4): 5.



memberikan pembiayaan kepada mugdarib dengan tidak mempertimbangkan
bahwa jaminan yang diajukan bukan merupakan hak milik atas nama

mugdarib, melainkan atas nama pihak lain.

Dengan adanya sengketa ekonomi syariah di atas, ingin diketahui
bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BMT Bina
Ummah. Karena dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dapat diketahui
bagaimana sebuah lembaga keuangan menjaga keamanan dan kesehatan
lembaga keuangan itu sendiri. Permasalahan tersebut kemudian mendorong
penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-
hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT

Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Magqasid asy-Syari’ah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perspektif dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan

permasalahan yaitu

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di BMT
Bina Ummah Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan magqasid asy-Syari’ah dalam penerapan prinsip kehati-

hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta?



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang telah
diterapkan oleh BMT Bina Ummah.
b. mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina

Ummah ditinjau dari konsep magasid asy-Syari’ah.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Secara teoritis, sebagai bahan masukan dan memberikan kontribusi
pemikiran dibidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan prinsip
kehati-hatian dalam pembiayaan.

b. Secara praktis, memberikan informasi pada praktisi agar dapat
menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dikarenakan
tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian secara tepat. Bagi
masyarakat, diharapkan lebih mengetahui perkembangan kesadaran
hukum dan dapat mengahayati segala potensi resiko kemungkinan

terjadi dalam aktifitas ekonomi syariah.



D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian
dalam dunia perbankan, baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku,
kajian ataupun bentuk karya lainnya. Namun kajian khusus yang membahas
mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah

dirasa masih kurang.

Dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam
Penyaluran Kredit Bank (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat UGM)"
membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit,
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah beserta
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT. Bank
Perkreditan Rakyat UGM. Pada hasil penelitian di atas terdapat perbedaan
dengan penulis, yaitu bahwa penulis lebih membahas bagaimana penerapan
prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non-

bank.

Selain itu dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian
Dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)" membahas
tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking

principle) dalam pengelolaan kartu ATM dan bagaimana mengenai

Y Husain Fahmi Amali, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Bank
(Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat UGM)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (2014).

% Andhi Rahmaan Indra R, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu

Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(2010).
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perlindungan hukum nasabah (card holder) terhadap kejahatan kartu ATM
yang merugikan nasabah. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang
dilakukan penulis, yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada
penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem operasional pada ATM.
Sedangkan penulis melakukan peneltian pada penerapan prinsip kehati-hatian

dalam pembiayaan.

Dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hukum Dalam Masalah

16 salah

Hambatan-Hambatan Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo
satu rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan prinsip
kehati-hatian yang diterapkan oleh BMT Beringharjo dalam penerapan prinsip
kehati-hatian dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan penulis karena penulis tidak menitikberatkan pada

salah satu jenis pembiayaan saja, melainkan segala pembiayaan yang

berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kredit, jaminan kredit yang diberikan kepada nasabah kepada bank
hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet
akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah

dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan

18 Anggita Larasati, “Penyelesaian Hukum dalam Masalah Hambatan-Hambatan Pembiayaan
Musyarakah di BMT Beringharjo”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Y ogyakarta
(2010).
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layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk
berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus

memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.*’

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan prinsip yang
menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan
usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal customer
dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat
kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-

ragu menyimpan dananya di bank.

Menurut Veithzal Rivai, dkk (2008), dalam buku Islamic Financial
Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga
Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, ia menjelaskan bahwa prinsip
kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari beragai
permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon
customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer, dan

sebagainya.'®

Terdapat kewajiban menerapkan prinisip kehati-hatian dalam kegiatan

usaha perbankan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2

7 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), him. 91.
18 \seithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan

Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa (Jakarta: CV. Kharisma
Putra Utama, 2008), him. 617.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki
kesamaan dengan sistem perbankan dalam hal operasionalnya, diwajibkan
pula untuk menerapkan prinsip kehati-hatian demi kesehatan lembaga

keuangan BMT itu sendiri.

Dengan diabaikannya rambu-rambu kesehatan BMT, seperti tidak
diterapkannya prinsip kehati-hatian dapat memberikan dampak yang jauh
lebih besar daripada dilakukan oleh suatu lembaga keuangan konvensional.
Alasan mengapa dampak tersebut lebih besar yaitu karena apabila terjadi
kegagalan pada pembiayaan yang diberikan oleh BMT, antara lain dalam
bentuk mudarabah dan musyarakah. Pada pembiayaan tersebut, anggota BMT
tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana BMT apabila timbul kerugian

bukan karena kelalaian anggota.

Pada transaksi mudarabah, BMT yang harus memikul risiko kehilangan
dana yang telah diberikan kepada anggota (mugdarib) untuk diperuntukkan
dalam kegiatan usaha anggota. Sedangkan risiko yang dipikul mudarib hanya
berupa tidak memperoleh keuntungan dan remunerasi dari jerih payahnya

dalam menjalankan dan mengelola usaha. Dengan kata lain, BMT yang harus
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memikul risiko finansial, sementara anggota hanya memikul risiko non-

finansial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,
Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai
keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas
untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah
dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah/anggota penerima fasilitas.
Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, Bank Syariah dan/atau UUS wajib
melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan,

dan prospek usaha dari calon nasabah/anggota penerima fasilitas.

Prinsip kehati-hatian harus selalu diterapkan ketika BMT akan
menyalurkan dananya kepada nasabah. BMT harus mampu menganalisa
kelayakan dalam penyaluran dana. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10
Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah dan /atau UUS untuk
memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah

didasarkan pada penilaian yang seksama terhadap faktor-faktor di bawah ini:*°

1% Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, him 148-149.
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1. Penilaian watak/kepribadian (character)

Penilaian watak calon nasabah/anggota penerima fasilitas terutama
didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Lembaga Keuangan
Syariah dengan nasabah/anggota yang bersangkutan atau informasi yang
diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga lembaga keuangan
syariah dapat menyimpulkan bahwa nasabah/anggota penerima fasilitas
yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan lembaga

keuangan syariah di kemudian hari.

2. Penilaian kemampuan (capacity)

Penilaian kemampuan calon nasabah/anggota penerima fasilitas
terutama Lembaga Keuangan Syariah harus meneliti tentang keahlian
nasabah/anggota penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau
kemampuan manajemen nasabah/anggota. sehingga lembaga keuangan
syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang

yang tepat.

3. Penilaian Modal (capital)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah/anggota
penerima fasilitas, terutama Lembaga Keuangan Syariah harus melakukan
analisis terhadap posisi kuangan secara keseluruhan, baik untuk mmasa
yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan dating sehingga

dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah/anggota penerima
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fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon

nasabah/anggota yang bersangkutan.

4. Penilaian Agunan (coleteral)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Lembaga Keuangan
Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan
fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga
atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah
sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah/anggota penerima
fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat
digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari

Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan.

5. Penilaian prospek usaha (condition of economy)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah/anggota penerima
fasilitas, Lembaga Keuangan Syariah terutama harus melakukan analisis
mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk
masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui
prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah.anggota

yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.
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Adapun salah satu alur prinsip kehati-hatian di lembaga keuangan

syariah baik bank maupun non-bank dapat digambarkan sebagai berikut:*°

1. Nasabah datang ke lembaga keuangan syariah dengan membawa berkas
permohonan pembiayaan meliputi: (a) surat permohonan pembiayaan
yang berisi kebutuhan dana dan penjelasan tentang segala yang berkaitan
dengan usaha nasabah. (b) persyaratan administrasi misalnya fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri, Kartu Keluarga, dan jaminan
sertifikat.

2. Berkas tersebut dianalisis kelayakan usahanya oleh bagian account
officer/marketing baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan
untuk sisi yuridis, kelengkapan perizinan dan kelengkapan perusahaan
dalam bidang hukum dianalisis oleh bagian administrasi pembiayaan.

3. Bagian administrasi pembiayaan menyampaikan hasil pemeriksaan
kepada account officer untuk ditindaklanjuti dengan melakukan survey.

4. Hasil dari analisis dan survey akan dilaporkan kepada komite pembiayaan
untuk menentukan disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan
tersebut.

5. Bila permohonan disetujui, maka nasabah akan mendapat surat
persetujuan dengan syarat yang ditentukan oleh lembaga keuangan
syariah, namun jika ditolak, maka semua berkas akan dikembalikan

kepada calon nasabah.

2 Disarikan dari Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep
Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah (Jakarta: Djembatan: 2001), him. 170-172.
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6. Nasabah akan mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh
lembaga keuangan syariah apakah disetujui atau tidak. Bila setuju maka
nasabah menandatangani surat persetujuan tersebut.

7. Bagian administrasi pembiayaan akan membuat akada pembiayaan antara
nasabah dengan bank.

8. Setelah akad ditandatangani oleh kedua belah pihak maka nasabah
mengajukan surat permohonan realisasi pembiayaan untuk mencairkan
dana pembiayaan.

9. Selama proyek berlangsung, account officer diharuskan terus memantau
pembayaran bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

10. Diakhir masa kontrak pembiayaan, nasabah akan melakukan pembayaran

pokok pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah.

Terkait dengan permasalahan ekonomi dan bisnis syariah, agar
perkembangan tetap sejalan dengan prinisip-prinisp syariah, maka keterlibatan
ulama ekonomi syariah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi
bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik sekala makro,
mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di
berbagai lembaga keuangan syariah, mengawal dan menjamin seluruh produk-

produk perbankan dan keuangan syariah dijalankan sesuai syariah.

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi
kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia

(‘abasan), melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan
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(hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan
(maslahat) umum. Dalam hal ini kemaslahatan umum kurang lebih adalah
kebutuhan nyata suatu masyarakat dan kawasan tertentu untuk menunjang
kesejahteraan lahiriyah. Baik kebutuhan itu berdimensi darariyyat atau
kebutuhan dasar (basic need), maupun kebutuhan hajiyyatr (sekunder) dan
kebutuhan berdimensi taksiniyyat atau pelengkap. Hal ini menjadi acuan pada
magqasid asy-Syari’ah yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (4ifz
ad-din), melindungi jiwa (kifz an-nafs), melindungi kelangsungan keturunan
(hifz an-nasl), melindungi akal pikiran (kifz al-‘agl) dan melindungi harta

benda (hifz al-mal).

Magasid asy-Syari’ah penting sekali digunakan sebagai teori kajian
dalam ekonomi dan bisnis sahib al-mal syariah terkait dengan permasalahan
dewasa ini, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-
benar sesuai dengan Magasid asy-Syari’ah dan yang diharapkan oleh umat
manusia. Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-

fatwa serta produk keuangan adalah maslahat.

Melalui magasid asy-Syari’ah, ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang
secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak

tertampung oleh al-Qur’an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan
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menggunakan metode istinbat seperti dengan giyas, istihsan, maslakah

mursalah, dan ‘urf yang pada sisi lain disebut sebagai dalil.*

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid (jelas) dalam penelitian ini peneliti

menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian lapangan (field
research), yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung
ke lapangan. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah BMT Bina
Ummah sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder
adalah bahan pustaka yang berupa buku-buku figh dan buku-buku lain yang
secara langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
2. Sifat Penelitian
Penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan
di BMT Bina Ummah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif —
analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan,
menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek

yang diteliti tersebut.??

2 gatria Effendi, Mudharabah Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2009), him. 233.
2 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 1998), him. 31.
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Selain itu penelitian juga ditunjang dengan penelitian kepustakaan
untuk melengkapi dan menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan
sehingga penelitian ini menjadikan studi lapangan sebagai tumpuan.

. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan penelitian berasal dari catatan lapangan
melalui wawancara dengan beberapa narasumber. Narasumber yang
dimaksud adalah pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi
sehubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian

pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta.

. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis dan filosofis. Pendekatan filosofis penyusun melihat suatu
permasalahan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian ditinjau dari hukum
perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Pendekatan filosofis penyusun

gunakan untuk mengulas magasid asy-Syari ah.

. Analisis Data

Data yang sudah diklasifikasikan kemudian dianalisis sehingga dapat
memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh serta runtut. Tahapan
dalam penelitian kualitatif adalah tahapan yang dilakukan dengan

melakukan pengamatan penerapanprinsip kehati-hatian di BMT Bina
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Ummah Yogyakarta, analisis data dengan analisis dskriptif analisis. Tahap
kedua adalah menentukan focus, teknik pengumpulan data dengan
wawancara guna mendapatkan informasi mengenai penerapan prinsip

kehati-hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah selanjutnya adalah
menganalisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul,
tujuannya untuk menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan

sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah, maka disusun
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantar pembahasan skripsi
secara keseluruhan, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika penelitian.

Bab kedua, sebagai paparan yang berisi landasan teori dan dalam
penelitian ini dijelaskan tentang Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan prinsip
kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan. Adapun yang menjadi
penekanannya adalah tentang sistem operasional BMT, pelaksanaan prinsip
kehati-hatian di BMT, dan tentang penerapan magqasid asy-Syari’ah dalam

praktik lembaga keuangan syariah.

22



Bab ketiga, berhubungan dengan obyek penelitian, Dikarenakan penelitian
ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun ingin mengantarkan pada
pembaca untuk mengetahui tentang obyek penelitian dalam skripsi ini. Dalam
bab ini dipaparkan tentang gambaran umum tentang obyek penelitian yang
memuat tentang profil BMT Bina Ummah, dan tentang hasil data penelitian
mengenai pelakasaan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ummah.

Bab keempat, merupakan hasil analisis dalam penelitian ini yang
mencakup analisis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina
Ummah ditunjau dari magasid asy-Syari ah.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

yang merupakan penutup dari penulisan ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah telah menerapkan
prinisip-prinsip kehati-hatian yang berupa 5C secara menyeluruh. 5C itu
adalah penilaian terhadap character (watak), capacity (kemampuan),
capital (modal), collateral (agunan), dan condition of economic (prospek
usaha). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan oleh
BMT Bina Ummah mulai dari proses pengajuan berkas-berkas yang
diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon penerima pembiayaan, dan
keabsahan dari barang jaminan serta pelaksanaan survey dengan
mendatangi langsung rumah atau lokasi usaha dari calon penerima
pembiayaan. Setelah kelima prinsip kehati-hatian tersebut dilakasanakan,
BMT Bina Ummah tidak langsung begitu saja memberikan dana
pembiayaan yang telah diajukan. Namun akan dirundingkan terlebih
dahulu oleh komite apakah anggota yang mengajukan pembiayaan

tersebut diniliai layak menerima pembiayaan atau tidak.
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2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, BMT Bina Ummah tetap
menjaga prinsip dasar maqgasid asy-Syariah dalam pelakasanaan prinisip
kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada anggota. Baik dalam
penyaluran pembiayaan diharuskan tidak mengandung riba dan tujuan
pembiayaan merupakan usaha yang halal dan tidak bersifat maysir. BMT
Bina Ummah dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan telah
menerapkan jaminan. Hal ini semata-mata demi kemaslahatan umat.
Disamping itu, BMT Bina Ummah juga berpegang teguh pada undang-
undang mengenai lembaga keuangan syariah maupun fatwa-fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Penerapan peraturan
perundang-undangan maupun fatwa tersebut menjadi suatu keharusan
karena merupakan cerminan dari ijtihad para ulama ekonomi syariah.
Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam pelaksanaan prinsip
kehati-hatian pada pemberian pembiayaan, BMT Bina Ummah tetap

berpegang teguh pada konsep magasid asy-Syariah.

B. Saran

1. BMT Bina Ummah hendaknya mengembangkan sistem monitoring
pembiayaan mikro berbasis teknologi hal ini dimaksudkan guna
mengefektifkan monitoring pembiayaan.

2. BMT Bina Ummah diharapkan agar tetap selektif dalam

pendistribusian pembiayaan sehingga dana tersebut sampai kepada
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pihak yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha produktif,

agar nantinya tidak terjadi pembiayaan macet.
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LAMPIRAN I

PELAMPIRAN TERJIEMAHAN

FN HLM TERJEMAHAN

6 3 “...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang
kaya saja diantara kamu...”

13 7 Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, hartanya (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

31 55 (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi
manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.
Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

32 55 Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.

40 63 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa




yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya.

41

64

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka
memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu

siksa yang pedih.

88

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada

mereka kata-kata yang baik.

88

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang
lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah Tuhannya.

89

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah




telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni

neraka; mereka kekal di dalamnya.

89

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka
memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu
siksa yang pedih dan tujuan pembiayaan merupakan usaha yang

halal.

90

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat

keberuntungan.

91

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

berpiutang).

10

91

Dari A’masy, dari lbrahim, dari Aswad, dari ‘Aisyah r.a bahwa




Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seseorang
Yahudi dengan cara berjanji, dan digadaikannya sehelai baju

besi.(H. R Bukhari dan Muslim).




LAMPIRAN I

BIOGRAFI ULAMA

Asy-Syatibi

Asy-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab
Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishag lbrahim bin Musa bin Muhammad
aLakhmi asy -Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara
pasti, namun nama asy-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah
tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang
asumsinya asy-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia
meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790H atau 1388 M dan

dimakamkan di Gharnata.

Asy-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya
terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Banu Nasr ini. Masa
mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani
Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Kota ini menjadi pusat
perhatian para sarjana dari semua bagian Afrika Utara. Waktu itu, banyak
ilmuwan yang mengunjungi Granada, atau berada di Istana Banu Nasr, di
antaranya seperti Ibn Khaldun dan Ibn al-Khatib. Asy-Syatibi hidup di masa
banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami
berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan
hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk

pemikiran hukum asy-Syatibi.



LAMPIRAN I11

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja jenis pembiayaan di BMT Bina Ummah?
2. Debitur apa selalu anggota? Atau ada bandan hukum?
3. Syarat pengajuan pembiayaan? Baik anggota maupun badan hukum?
(Langkah-langkah prosedur pemberian pembiayaan)
4. Analisis yang yang dilakukan dengan wawancara/survey ? Dan dilakukan
oleh siapa?
5. Apa Kklausula kontrak sudah ditentukan olen BMT atau bisa dinegosiasikan
dengan nasabah?
6. Bagaimana penilaian terhadap 5C / 6C
a. Bagaimana penilaian terhadap character (karakter) calon debitur
b. Bagaimana penilaian terhadap capacity (kemampuan mengolah
usahanya)
c. Bagaimana penilaian terhadap capital (kondisi kekayaan usaha) calon
debitur
d. Bagaimana penilaian terhadap condition of economy (kondisi
ekonomi)
e. Bagaimana penilaian terhadap collateral (jaminan). Apa sampai
pengecekan fisik?
7. Apabila tidak terpenuhi semua 5C 6C (hanya beberapa saja) apakah
pinjaman akan tetap diberikan. Dan apa yang menajdi prioritas utama?
8. Apa setelah penyaluran dana, BMT tetap melakukan monitoring laporan
keuangan?
9. Apa kemudian BMT mensurvey apakah dana yang telah disalurkan telah
sesuai dengan akad? Kalau terjadi penyimpangan tindakan apa yang akan
dilakukan BMT?



10. Apa yang menjadi penyebab / faktor terjadinya pembiayaan bermaslah?
Bagaimana upaya untuk menanganinya?
11. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Baik

faktor internal (BMT dan nasabah) maupun faktor eksternal
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